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Menimbang

8 Mengingat 11.

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor
O1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286):

2

i



10.

11.

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram BagianTimur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4350): |

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1400):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasiona! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Republik Indonesia Nemor .33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41438):

|

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234): '

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4028):
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia .Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4562):
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2C05 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor: 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614),

20

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712),
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-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (“Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang: PedomanPengelolaan Keuangan Daerah:
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcr 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber DariAnggaran Pendapatandan dan Belanja Daeran:
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:
27. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,28. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anagaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A ggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:1. Pendapatan : Tg

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 12.860.094.941,-b. Dana Perimbangan Rp. 569.408.218.231-
Cc. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 15.616.009.660,-Jumlah Pendapatan Rp. 597.884.322.832-

nc



2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

ja

1. Belanja Pegawai Rp. 266.287.199.566,-
2. Belanja Hibah Rp. 13.748.490.360,-
4, Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.254.400.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 13.266.113.600,-
6. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.500.000.000,-

Rp. 301.056.203.526,-
b. Belanja Langsung- 1. Belanja Pegawai Rp. 26.765.082.142,-

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 161.690.138.366,-
3. Belanja Mcda! Rp. 162.428.720.830,- "

Rp. 350.883.941.338,-
Jumlah Belanja

|

Rp. 651.940.144.864,-
Surplus/(Defisit) Rp.( 54.055.822.032,-)

3. Pembiayaan
a Penerimaan Rp. 55.055.822.032,-
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 54.055.822.032,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran
|

Rp. O,-

Pasal2
Ringkasan Penjabaran APBD-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
1

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .



Pasal 5
. Pelaksanaan- penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pp

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini dalam Berita
Dasrah.

Ditetapkan di : Bula
Ld

pada tanggal : 09 Januari 2014
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ERAM BAGIAN TIMUR,
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Diundangkan di: Bula
pada Tanggal : 09 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ScAN
TIMUR&

KMU

Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2013 Nomor : 01 Tahun 2014
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